
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan digantikan dengan gerakan

reformasi, istilah Good Governance begitu popular. Salah satu yang cukup

penting dalam proses perubahan ini adalah soal ketatapemerintahan (governance),

yang menyangkut hasrat besar reformasi untuk memberantas korupsi, mafia

peradilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Good Governance kini telah menjadi

wacana yang populer di tengah masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara, yang

dalam pelaksanaaannya perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan

negara. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,

perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara,

sebagian kekuasaan Presiden diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku

pengelola keuangan daerah. Suatu daerah akan dapat menyelenggarakan urusan

rumah tangganya sendiri jika memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai.
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Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah

dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan self

supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan

faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan

otonominya.

Keuangan daerah memiliki posisi yang amat penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah, sebagaimana dinyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak

akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang

cukup untuk memberikan pelayanan, pembangunan dan keuangan inilah yang

merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah

dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah harus mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya untuk

kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di

daerahnya. Rencana penggalian sumber-sumber keuangan dan bagaimana

mengelola keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, yang akan

dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di daerah pada umumnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD).

Penerapan prinsip-prinsip good governance tentunnya membawa paradigma baru

perencanaan keuangan daerah dan APBD yang dilatar belakangi oleh

meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik

yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif. Hal tersebut

perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar
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mencerminkan kepentingan dan pengharapan dari masyarakat daerah setempat

terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.Asas

umum pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk

masyarakat.

Pemerintahan yang mengedepankan prinsip good governance mengandung makna

bahwa semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan,

baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang

mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun

berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas

untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dengan demikian anggaran dalam setiap

proses mulai dari penyusunan, pembahasan dan impelementasi maupun

evaluasinya tidak pernah lepas dari konteks relasi politik. Meski demikian

seringkali yang relasi politik tersebut belum mengartikulasi dan mengakomodasi

kepentingan masyarakat ke dalam anggaran, bahkan yang terjadi justru semakin

menjauh dari kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat

untuk mengambil posisi dan bersikap terhadap setiap kebijakan pemerintah

termasuk kebijakan anggaran.

Penerapan prinsip good governance dalam penyusunan RAPBD memungkinkan

keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran memiliki

dampak yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun

tidak jarang kalangan tertentu dari masyarakat yang terpinggirkan karena
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sumberdaya ekonomi dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kurang

memiliki akses untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan politik

termasuk penyusunan APBD. Sebagai sebuah produk politik, anggaran

merefleksikan relasi politik antara aktor yang berkepentingan terhadap alokasi

sumber daya, dengan pemerintah sebagai pemegang otoritas untuk melaksanakan

fungsi alokasi. Relasi kekuasaan tersebut berpengaruh terhadap bentuk kebijakan

yang dilahirkan berikut konsekuensi anggarannya

Prinsip tranparansi (transparancy) dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah mengandung makna bahwa penyusunan

perencanaan anggaran daearah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran

informasi. Berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat disediakan

secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat

monitoring dan evaluasi. Proses penyusunan rencana anggaran daerah harus

disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah dimengerti. Para pengambil

kebijakan dan pelaksana kebijakan untuk memiliki pertanggung jawaban kepada

publik.

Semua komponen dalam pemerintahan daerah terutama pada level yang

berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengambilan keputusan

yang memiliki implikasi pada setiap aktivitas sosial, politik dan ekonomi serta

berbagai aktivitas lainnya harus menerapkan akuntabilitas publik. Semua aktivitas

tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang pada hakekatnya

bersumber dari masyarakat hendaknya dapat melakukan optimalisasi belanja.

Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien serta disajikan
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secara logis dan transparan dalam pelaporannya, sehingga masyarakat

mendapatkan petunjuk seberapa besar anggaran yang dialokasikan dapat

menunjang proses peningkatan kesejahteraan kehidupan mereka.

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah penyusunan RAPBD Kota

Bandar Lampung memenuhi prinsip transparansi atau keterbukaan sebagai

perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tetapi ada

kecenderungan bahwa masyarakat masih kurang mendapatkan informasi

mengenai transparansi penyusunan perencanaan keuangan daerah tersebut. Hal ini

sesuai dengan pendapat Thoha (2000: 14), bahwa permasalahan yang dihadapi

dalam hal pengelolaan anggaran daerah di era otonomi daerah adalah masyarakat

luas relatif merasa kesulitan untuk mendapatkan akses informasi mengenai

penyusunan anggaran, sehingga berkembang anggapan bahwa pengelolaan

anggaran merupakan kewenangan dari pemerintah daerah dan DPRD, padahal

semestinya tidak demikian, sebab otonomi daerah harus mencerminkan adanya

keterbukaan dalam hal penyusunan dan pengelolaan anggaran publik.

Berdasarkan hasil prariset pada DPRD Kota Bandar Lampung dengan melakukan

wawancara kepada dengan Bapak Wiyadi,S.P., selaku Anggota Komisi A DPRD

Kota Bandar Lampung, maka diketahui bahwa DPRD sebenarnya memberikan

kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat baik perseorangan maupn

kelembagaan, untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan RAPBD. Secara

teknis, penampungan aspirasi masyarakat  tersebut dilaksanakan melalui:

a. Protokoler DPRD, upaya menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini,

dilakukan dengan cara masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat
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datang ke Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dengan terlebih dahulu

mengadakan konfirmasi dengan Bagian Humas dan Protol DPRD. Bagian

Humas dan Protol DPRD inilah yang kemudian mengatur jadwal

penyelenggaraan protokoler dan penerimaan tamu dewan. Sesuai dengan

jadwal inilah maka masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat

melakukan pertemuan dengan anggota DPRD untuk menyampaikan secara

langsung aspirasi dan saran yang akan mereka sampaikan kepada DPRD.

b. Melalui Sub Bagian Humas dan Dokumentasi DPRD

Upaya menampung aspirasi masyarakat dalam hal ini, dilakukan pelaksanaan

tugas Sub Bagian Humas pada Sekretariat DPRD. Sub Bagian ini memiliki

tugas menampung aspirasi dan pendapat umum untuk disampaikan kepada

pimpinan DPRD dalam rangka mengambil kebijakan DPRD.

Bapak Wiyadi,S.P., menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

penyusunan RAPB dapat dikatakan masih minim, hal ini dapat disebabkan karena

masyarakat tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat kepada DPRD secara

formil dan dapat pula disebabkan karena masyarakat tidak tahu secara pasti

prosedur penyampaian pendapat dalam proses penyusunan RAPBD. Berdasarkan

hal tersebut maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke

dalam skripsi yang berjudul: ”Implementasi Prinsip Transparansi dalam

Penyusunan RAPBD di Kota Bandar Lampung”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ”Bagaimanakah Implementasi

Prinsip Transparansi dalam Penyusunan RAPBD di Kota Bandar Lampung?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Implementasi Prinsip Transparansi dalam Penyusunan RAPBD di

Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan

kajian mengenai implementasi prinsip transparansi dalam penyusunan

RAPBD sebagai wujud pelaksanaan good governance.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak

yang terkait dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai

anggaran publik. Selain itu diharapkan berguna bagi para peneliti lain yang

akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai good governance pada

masa-masa yang akan datang.


